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BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 42 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Instansi 

Birokrasi, 

birokrasi 

Organisasi pada 

Penyederhanaan 

Penyederhanaan Struktur 

Pemerintah untuk 

mengamanatkan bahwa penyederhanaan 

dilaksanakan pada Instansi Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 

59 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu 

diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sekadau. 
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
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ten tang 2014 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4344); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tenta.ng 

Penyetaran Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
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Menetapkan 

Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang merrnmpm 
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sekadau. 

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan terteritu. 

BAB II 

SVSVNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah Tipe B terdiri atas 3 (tiga) asisten, yaitu : 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 3 

(tiga) bagian, yaitu : 

a. Bagian Pemerintahan; 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 

c. Bagian Hukum. 

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) bagian, 

yaitu: 
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

(4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. Bagian Umum; 

b. Bagian Organisasi; dan 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas 1 
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(satu) subbagian yaitu Subbagian Protokol. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. 

BAB lll 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah 

Pasal 3 
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

(3) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif 
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 
pelayanan administratif. 

(4) Sekretaris Daerah dalam 
kewajibannya sebagaimana 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 

perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

melaksanakan tugas dan 
dimaksud pada ayat (3) 

(1) Asisten 
Pasal 4 

Pemerintahan dan Kesej ah teraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipimpin oleh 

seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Daerah. 
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(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan 

hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah 

dibidang kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, 

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, 

sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

ketentraman, ketertiban um um dan perlindungan 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, tenaga 

kerja, transmigrasi, pertanahan, kearsipan, perpustakaan, 

dan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan 

dan hukurn; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pemerintahan dan hukurn; 

e. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya 

aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan 

kesejahteraan rakyat; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di 

bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat 

yang berkaitan dengan tugasnya. 
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Paragraf 1 

Bagian Pemerintahan 

Pasal 5 

(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
tugas 

pengoordinasian perurnusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

otonomi daerah. 

(3) Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 

kerja sama dan otonomi daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 

daerah; 
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 
daerah; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di 
bidang administrasi pemerintahan, administrasi 
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

yang berkaitan dengan tugasnya. 
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Paragraf 2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

PasaJ 6 
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten 

Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat. 

(3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan 
tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pasal 7 
(1) Bagian Hukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
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bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum 
dan dokumentasi dan informasi. 

(3) Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum 

serta dokumentasi dan informasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, 

bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 

dokumentasi dan informasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

Bagian Ketiga 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 8 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh seorang 

Asisten yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah 
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di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
adrninistrasi pernbangunan, pengadaan barang dan jasa 
serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan pernerintahan 
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perurnahan 
dan kawasan permukiman, pangan, perindustrian, 
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan, 
perhubungan dan lingkungan hidup. 

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam 

melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan furigsi : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 

bidang perekonomian dan surnber daya alam, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang perekonomian dan sumber daya alam, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan 

barang dan jasa; 

d. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, darnpak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan kebijakan di bidang perekonornian dan sumber 

daya alam, dan administrasi pembangunan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris 

Daerah di bidang perekonornian dan sumber daya alam, 

administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan 

jasa yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 1 

Bagian Perekonomian dan Surnber Daya Alam 

Pasal 9 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh 
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seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung 
kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

mempunyai tu gas melaksanakan pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD 

dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. 

(3) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, 

perekonomian, dan sumber daya alam; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan 

BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan 

sumber daya alam; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

Paragraf 2 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 10 

(1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagairnana dimaksud 

pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 
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kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan 

(3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang penyusunan program, pengendalian 
program, evaluasi dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, 
pengendalian program, evaluasi dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

penyusunan program, pengendalian program, evaluasi 

dan pelaporan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

Paragraf 3 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 11 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
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layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa. 

(3) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan 

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 
dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang 
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

danjasa;dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

Bagian Keempat 

Asisten Administrasi Umum 

Pasal 12 

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) dipimpin oleh seorang Asisten yang 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di 

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 
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pirnpman dan pengoordinasian penyusunan kebijakan 
daerah oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang statistik, persandian, komunikasi dan 
informatika serta perangkat daerah yang melaksanakan 

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan 
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta 

pengawasan. 

(3) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan 

komunikasi pimpinan; 

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang urnurn, organisasi, protokol dan komunikasi 

pimpinan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang organisasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan 

ASN pada instansi daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan 

komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 1 

Bagian Umum 

Pasal 13 

(I) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Asisten Administrasi 

Umum. 

(2) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan 
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evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian, perencanaan program, keuangan, rumah 

tangga dan perlengkapan. 

(3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 

usaha pimpman, staf ahli dan kepegawaian, 

perencanaan program, keuangan, rumah tangga dan 

perlengka pan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

di bidang tata usaha pirnpman, staf ahli dan 

kepegawaian, perencanaan program, keuangan, rumah 

tangga dan perlengkapan; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Bagian Organisasi 

Pasal 14 

(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 

(4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Asisten Administrasi 

Umum. 

(2) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan 

kinerja dan reformasi birokrasi. 

(3) Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisisjabatan, pelayanan publik dan 
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tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

e. penyiapan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah 
Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil 
Forsesdasi) Kabupaten; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Administrasi Urnurn yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 3 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 15 

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf c dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung 

kepada Asisten Administrasi Umum. 

(2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan 

dokumentasi. 

(3) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
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protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi 
pimpinan, dan dokumentasi; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, 
dan dokumentasi; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Administrasi Umurn yang berkaitan dengan tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan. 

(2) Subbagian Protokol mempunyai tugas : 

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka 
penyambutan tamu pemerintah daerah; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi 

keprotokolan; 
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah 

Daerah; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Pimpinan sesuai bidang tugasnya. 

BABY 

KEDUDUKAN DAN TOGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 17 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (5), yang diangkat berdasarkan 

penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi 
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Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis 
fungsional. 

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan 
dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan 
persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
secara langsung kepada Pejabat Administrator. 

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang 
dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat 
ditetapkan Koordinator dan/atau Subkoordinator Jabatan 

Fungsional. 

(5) Penetapan, rmcian tugas dan fungsi koordinasi, tugas 
tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau 

Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), diatur Jebih lanjut dengan 

Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui 

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan 

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan 

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki tugas mernberikan pelayanan fungsional 

yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 19 

( 1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat 
dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme 

penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan 
jabatan yang diduduki sebelumnya sarnpai dengan 
ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki 

disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang 
diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya 
ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

BAB VI 

KE PEG AW AIAN 

Pasal 20 

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari 

Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Sekretariat 

Daerah memperhatikan syarat dan kompetensijabatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa 

jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah 

disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan 

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan 

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan 

peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan 

birokrasi berlaku. 
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(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan 
sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka 
Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit 

Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan 

diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, 

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas 
pokok dan pengembangan profesi. 

BAB VII 

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Pasal 22 

(1) Sekretaris Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin, 

membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan 

memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya. 

(2) Seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, 

baik di lingkungan Sekretariat Daerah maupun antar 

Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat wajib melaksanakan 

fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Daerah dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 23 

(l) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Sekretaris Daerah wajib menyampail<an Laporan Kinerja 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu 
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yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah wajib 
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan 

penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing­ 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari 

bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan 

laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada 
Sekretaris Daerah melalui Asisten guna dijadikan sebagai 
bahan perumusan kebijakan. 

BAB VlII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 24 

( 1) Uraian jabatan untuk set.iap jabatan di lingkungan Sekretariat 

Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di 

bidang orgamsasi memberikan asistensi dan fasilitasi 

terhadap penataan organisasi Sekretariat Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sekretaris Daerah wajib memberikan dukungan dan kerja 

sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi 

Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh 

Pejabat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal25 

(1) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan 

Sekretariat Daerah berhalangan sementara sekurang­ 

kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka Pejabat diatasnya dapat 
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menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana harian guna 
menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit 
kerjanya. 

(2) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan 
Sekretariat Daerah berhalangan tetap, maka Pejabat 
diatasnya dapat menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana 
tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di 
lingkungan unit kerjanya. 

(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian 

dan/atau pelaksana tugas sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri 

Sipil yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sekadau tetap melaksanakan tugasnya sepanjang 

belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina 

kepegawaian. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Bupati ini mu-lai berlaku, maka Peraturan 

Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

(Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 59) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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• 

Pasal 28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 6 Desember 2021 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

ARON 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 6 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

MOHAMMAD ISA 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 42 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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LAMPI RAN PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 42 TA HUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSJ SERT A TATA 

KERJA SEKRETARJl\T DAERAH KABUPA'rEN SEKADAU 

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN SEKADAU 

BUPATI 

WAKIL BUPATI 

SEKRETARIS DAERAH 

I 
c31STEN 

PEMERINTAHAN DAN I ASISTEN PEREKONOMIAN DAN 
ASISTEN ADMIN!STRASI UMUM KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN 

BAGIAN BA GIAN 
BAGIAN BAGIAN 

BAGIAN PROTOKOL BAGI AN BA GIAN PEREKONOMIAN PENGADAAN BAGIAN 
PEMERINTAHAN KESEJAHT8RAAN 

HU KUM DAN SUMBER ADMINISTRASI 
BARANG DAN BAGIAN UMUM ORGANISASI DAN KOMUNIKASI 

RAKYAT 
DAYA ALAM PEMBANGUNAN 

JASA PJMPINAN 

I 
KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDJNATOR KOORDltlATOR KOORDJNATOR KOORDINATOR 

DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK 
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSJONAL FUNGSIONAL FUNG310NAL F'lJNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSJONAL FUNGSIONAL FUNGSJONAL FUNGSIONAL SUBBAGJAN 
PROTO KOL 

• 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

ARON 
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